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ABSTRAK :  - Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan terkait sistem kerja dan 
ketentuan mengenai disiplin pegawai, perkembangan teknologi serta untuk 
meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, 
perlu dilakukan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan ketentuan mengenai hari 
kerja dan jam kerja serta penegakan disiplin kaitannya dengan tunjangan di lingkungan 
Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hari 
dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan 
Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 68, TLN No. 6477), PP 49 Tahun 
2018 (LN Tahun 2018 No. 224, TLN No. 6264), PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 
77, TLN No. 6430), PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718), Kepres 
68 Tahun 1995, Perpres 156 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.313) sebagaimana telah 
diubah dengan Perpres 111 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.255), Perpres 37 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No.61) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 96 Tahun 2017 
(LN Tahun 2017 No.222), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 
RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN 
Tahun 2021 No. 1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi Hari Kerja dan 
Jam Kerja regular, Hari Kerja dan Jam Kerja bulan Ramadan, dan Hari Kerja dan Jam 
Kerja unit tertentu. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak 
dan/atau tidak terselesaikan pada Hari Kerja dan Jam Kerja, Pegawai dapat 
diperintahkan untuk melaksanakan kerja lembur sesuai dengan ketentuan mengenai 
lembur bagi pegawai instansi pemerintah. Pegawai yang bekerja dari kantor 
penempatannya maupun Pegawai yang mengimplementasikan FWS wajib mengisi 
daftar hadir sebagai bukti pelaksanaan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja, kecuali 
ditentukan lain sesuai kebijakan pimpinan. Pejabat pengelola daftar hadir 
menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang 
melanggar Hari Kerja dan Jam Kerja kepada Atasan Langsung Pegawai atau pejabat 
yang ditunjuk untuk diproses sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan fleksibilitas waktu bekerja termasuk CWS pada 
UK3TSP dan/atau unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan 
dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pegawai wajib menaati seluruh kewajiban dan 
larangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan 
Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara 
di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 828) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan 
Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara 
di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1080), kecuali ketentuan mengenai pemotongan Tunjangan terkait 
dengan penjatuhan hukuman disiplin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 

b. Ketentuan mengenai pemotongan tunjangan terkait dengan penjatuhan hukuman 
disiplin dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang 
Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 
Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 828) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.01/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 
tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus 
Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1080), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku terhitung sejak Keputusan Menteri Keuangan mengenai 
pemotongan tunjangan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.  

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1786) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2016 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam 
Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1722), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Lampiran: halaman 28-32. 

 


